
 

 

 
 

 
 
 

 
BUPATI SIDOARJO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  

NOMOR 77 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  

BIAYA PEMILIHAN KEPALA  DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang : a.  bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, bantuan keuangan yang bersifat khusus 

peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah 

daerah pemberi bantuan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, serta dalam rangka memberikan pedoman 

bagi Pemerintah Desa dalam mengelola biaya pemilihan 

Kepala Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan 

Keuangan Khusus Biaya Pemilihan Kepala  Desa; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah  Kabupaten di Djawa Timur (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah 

Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 

    2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 



 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             

Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              

Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik inodnesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015         

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6                

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 

diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6                

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri             

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);  



 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik  

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa   di Desa 

(Berita Negara Republik  Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455); 

12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 

Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 7); 

13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan 

Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 12); 

14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BIAYA PEMILIHAN KEPALA  

DESA. 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo. 

3. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan kepada 

Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo yang peruntukan dan 

pengelolaannya ditetapkan oleh Bupati. 

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan daerah 

Kabupaten Sidoarjo. 

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 



 

6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 

wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah 

tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah. 

7. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat                

di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

8. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat 

APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa 

yang dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo 

yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

10. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya 

disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang 

dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk 

menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. 

11. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut 

PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan 

keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang 

menguasakan sebagian kekuasaan Pemegang Kekuasaan 

Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). 

12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. 

 

BAB II 

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA 

 

Bagian Kesatu  

Umum 

 

Pasal 2 

(1) Bantuan Keuangan Khusus Biaya Pemilihan Kepala Desa, 

diberikan kepada Pemerintah Desa yang melaksanakan Pemilihan 

Kepala Desa. 

(2) Desa Pelaksana Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 

Pasal 3 

(1) Besaran Bantuan Keuangan Khusus Biaya Pemilihan Kepala Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditentukan 

berdasarkan jumlah pemilih sementara pada Desa yang 

melaksanakan pemilihan kepala desa. 

(2) Besaran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.  



 

Pasal 4 

Biaya Pemilihan Kepala Desa wajib dianggarkan dalam APBDesa dan/ 

atau Perubahan APBDesa sebagai pendapatan Desa pada kelompok 

transfer dalam jenis bantuan keuangan dari APBD dan/ atau 

Perubahan APBD. 

Bagian Kedua 

Penggunaan 

 

Pasal 5 

Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa, digunakan untuk : 

a. honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa; 

b. cetak dan penggandaan surat suara untuk Desa yang 

melaksanakan Pemilihan Kepala Desa non elektronik, Daftar 

Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan formulir 

lainnya; 

c. alat tulis kantor; 

d. perlengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS); 

e. honorarium saksi; 

f. honorarium pengamanan; 

g. makanan dan minuman; 

h. sewa sound system dan genset, terop dan kursi; 

i. publikasi, dokumentasi dan dekorasi; 

j. seragam Panitia Pemilihan Kepala Desa; 

k. Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) Kepala Desa Terpilih; 

l. pembuatan bilik dan kotak suara; dan/ atau 

m. honorarium Petugas Pendaftar Pemilih. 

 

 

Bagian Ketiga 

 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

 

Pasal 6 

(1) Bantuan Keuangan Khusus Biaya Pemilihan Kepala Desa yang 

bersumber dari APBD, diserahkan sepenuhnya kepada 

Pemerintah Desa untuk dikelola oleh PPKD sesuai peraturan 

perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa. 

(2) Dalam pemenuhan kebutuhan belanja pelaksanaan Pemilihan 

Kepala Desa, PPKD berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan 

Kepala Desa. 

 

Pasal 7 

Dana Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa, wajib disetor 

kembali ke kas daerah dalam hal : 

a. terdapat sisa dana; atau 

b. Desa tidak dapat melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.   

 

Pasal 8 

Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Biaya 

Pemilihan Kepala Desa, mengacu pada Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Desa sesuai peraturan perundang-undangan, dan menjadi 

satu kesatuan dalam Laporan Pertanggungjawaban APBDesa. 



 

 

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo. 

 
Ditetapkan di Sidoarjo 

pada tanggal  1 November 2021  
 

BUPATI SIDOARJO, 
  

                       ttd 

 
AHMAD MUHDLOR 

 
 

 

Diundangkan di Sidoarjo 
pada tanggal 1 November 2021 

 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SIDOARJO, 

 
  

ttd 
 
ACHMAD ZAINI 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 78 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
NOREG PERBUP :  77 Tahun  2021SIDOARJ SIDOARJO TAHUN 2021 NOM  2021 


